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There are many aspects of national social life which are basically related to 

public services. Responsibility for providing essential public services, such as 

health care, education, and information technology, lies with the government. 

Facebook applications, WhatsApp groups and 24-hour services are some of the 

innovative public information facilities and services offered by the Elnipis 

Regency Government in South Bengkulu Regency. The aim of this research is 

to find new ways for the public sector to use the 24 hour service feature on the 

Facebook WhatsApp group application. A combination of descriptive and 

qualitative research methodologies was used in this research. Interviews, 

observations, and recordings related to Facebook applications, WA groups, and 

24-hour services were used as data collection techniques. According to Rogers' 

(2003) theoretical approach, which proposes that users of the Facebook Metrics 

application, WA grub, and 24-hour service compliance benefit greatly from 

relative profitability, this data can then be examined qualitatively by examining 

all the data collected, which is supported by the results of the interviews . Both 

previous and current innovations are very easy; App users faced a little 

problem and had the opportunity to test it. It has amazing results and will be 

noticed by people at all social levels. Based on research results, the WA 

Facebook group application and 24-hour service show a high level of public 

service innovation. The five indicators of innovation used in this research are 

relative advantage, implementation, complexity, possibility of being tried, and 

possibility of being observed. There are two indicators that are not optimal, 

namely complexity and the possibility of trying. 

 

Abstrak 
Banyak aspek kehidupan sosial nasional yang pada dasarnya terkait dengan 

pelayanan publik. Tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik yang 

penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi, berada 

di tangan pemerintah. Aplikasi Facebook, grup WhatsApp, dan layanan 24 jam 

adalah beberapa fasilitas dan layanan informasi publik inovatif yang 

ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Elnipis di Kabupaten Bengkulu 
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Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari cara baru bagi sektor 

publik untuk memanfaatkan fitur layanan 24 jam pada aplikasi grup WhatsApp 

Facebook. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian deskriptif 

dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan rekaman 

yang terkait dengan aplikasi Facebook, grup WhatsApp, dan layanan 24 jam. 

Berdasarkan pendekatan teoretis Rogers (2003), yang mengemukakan bahwa 

pengguna aplikasi Facebook Metrics, grup WA, dan kepatuhan layanan 24 jam 

memperoleh keuntungan besar dari profitabilitas relatif, data yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara kualitatif, didukung oleh hasil wawancara.Inovasi 

masa lalu dan sekarang sangat sederhana; Pengguna aplikasi mengalami sedikit 

masalah dan memiliki kesempatan untuk mengujinya. Hasilnya sangat 

mengesankan dan akan diperhatikan oleh orang-orang di semua lapisan sosial. 

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi grup WhatsApp Facebook dan layanan 

24 jam menunjukkan tingkat inovasi pelayanan publik yang tinggi. Lima 

indikator inovasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuntungan 

relatif, implementasi, kompleksitas, kemungkinan dicoba, dan kemungkinan 

diamati. Ada dua indikator yang belum optimal, yaitu kompleksitas dan 

kemungkinan dicoba. 
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1 Pendahuluan 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat pada intinya merupakan komitmen seumur hidup. Karena 

pelayanan publik yang ada saat ini masih sulit, memakan waktu, mahal, dan melelahkan, masyarakat masih 

mengharapkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meskipun pelayanan tersebut 

seringkali tidak memenuhi harapan masyarakat (Haidir et al., 2022). Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan pemerintah, serta kurangnya inovasi dan fokus pada peningkatan layanan di tingkat federal dan regional, 

menjadi penyebab fenomena ini. (Atep Adya Barata, 2003) 

   Keluhan terhadap pelayanan pemerintah dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan elit, 

menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pendapat Jirin Delawadana 

(Ombudsman Indonesia yang berbasis di Da Nang). Penyebab meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 350% antara lain penundaan yang lama, pungutan liar, kesimpangsiuran 

prosedur pelayanan, dan konflik pelayanan. (Dan & Di, n.d.) 

  (Ahmad Baiquni, 2014:135), juga menuliskan dalam artikelnya bahwa banyak masyarakat yang masih 

khawatir dengan kondisi pelayanan publik. Rata-rata tingkat pelayanan publik kurang dari 30%, menurut Danang 

Girindrawardana. Jumlah tersebut dirinci sebagai berikut: 22,2% di tingkat kementerian, 27% di tingkat pusat dan 

lembaga pemerintah, dan 10,5% di tingkat pemerintah daerah. Instansi pemerintah dinilai mengabaikan UU 

Pelayanan Publik, mengizinkan atau mendukung perpajakan ilegal, dan korupsi di sektor pelayanan publik karena 

tidak diterapkannya standar pelayanan publik, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya pelayanan publik. 

(Arthamevia & Oktariyanda, 2023) 

Untuk memenuhi kebutuhan warganya, pemerintah dapat memperbaiki pelayanan publik yang di bawah 

standar. Agar peraturan lebih mudah dipahami dan ditaati oleh masyarakat, pemerintah harus memperjelas standar 

pelayanan, prosedur pelayanan, dan aturan lainnya (dwi et al., n.d.). Peraturan telah dibuat oleh pemerintah untuk 

memastikan bahwa layanan diberikan kepada masyarakat dengan cara yang berkualitas tinggi. Salah satu peraturan 

tersebut adalah Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Nasional (MENPAN) dan 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Memberikan layanan penting kepada masyarakat merupakan 

jantung dari pelayanan publik. Ketika mesin negara memberikan layanan berkualitas tinggi, ia bertindak dalam 

kapasitasnya sebagai pelayan publik. Sumber yang dikutip adalah Lalasati (2007:36). 
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Kapasitas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas bergantung pada kemahiran 

karyawannya dalam bidang-bidang berikut: merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat, mengintegrasikan 

teknologi secara efektif ke dalam pemberian layanan, mempertahankan sikap siap melakukan, memberikan 

perhatian terhadap detail, berkomunikasi dengan jelas, memahami dan menggunakan bahasa isyarat publik, dan 

menangani pengaduan masyarakat secara profesional ( putri Kurniawati, 2017). Memberikan layanan berkualitas 

tinggi tidaklah mudah, namun ketika organisasi berupaya meningkatkan keterampilan penyampaian layanannya, 

mereka akan memperoleh imbalan besar dalam bentuk pelanggan yang puas. Dengan menggunakan variabel 

keunggulan layanan seperti kompetensi, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab, dan kenyamanan 

sebagai panduan, pejabat lembaga memberikan layanan berkualitas tinggi untuk memuaskan masyarakat (Egho & 

Hardianto, 2019). 

Kalau bicara instansi daerah kabupaten atau kota, jalan adalah ranahnya. Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota kini mempunyai kesempatan 

untuk menyesuaikan organisasi, kekuasaan, dan tanggung jawab utama daerahnya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya (Mahsyar, 2011). Pengelolaan zonasi yang dilakukan pemerintah berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, dan daerah mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam menentukan dan 

memberikan kewenangan zonasi untuk memenuhi tuntutan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat (Rusli Isa, 2009). 

  Masyarakat masih perlu mengunjungi fasilitas berkali-kali jika persyaratan dan prosedurnya belum 

lengkap karena layanan yang ada sebagian besar bergantung pada interaksi langsung. Ada investasi waktu dan uang 

yang signifikan yang diperlukan untuk proses layanan. (Sari & Rahmah, 2013). Pemanfaatan teknologi informasi 

yang lebih baik dan efisien untuk meningkatkan pelayanan masyarakat merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki permasalahan pelayanan. Di Kabupaten, Kecamatan merupakan instansi pemerintah tingkat bawah 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jalan adalah jaringan lembaga pemerintah daerah yang 

berhubungan dengan masyarakat yang bertugas memberikan layanan publik berkualitas tinggi dengan cara yang 

efisien dan efektif (Sari & Rahmah, 2013). 

  Kualitas pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan oleh daerah. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan 

lebih besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan warganya dengan memberikan 

layanan berkualitas tinggi (Solong & Muliadi, 2021). Keberagaman tuntutan masyarakat jelas semakin meningkat 

seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus mampu memenuhi standar pelayanan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, antara lain nyaman, adil, tepat waktu, dan memuaskan. Pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Kecamatan Ernipi antara lain: pembuatan surat rekomendasi relokasi penduduk, pembuatan 

surat pengantar kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat pengantar kartu keluarga (KK), pembuatan surat 

wasiat, pembuatan surat keterangan kekurangan atau kemiskinan, memperoleh persetujuan, mengumpulkan 

informasi tentang Perintah ahli waris mengenai pembagian warisan, dll. Inovasi daerah diperlukan sesuai dengan 

Pasal 22 PP NO. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi, namun pelayanan yang diberikan Kanwil Air Nipis tetap standar 

berdasarkan pemantauan sebelumnya. 

  Kendala lain dalam pelayanan adalah kurangnya keahlian petugas pelayanan. Pelaksanaan prosedur 

pelayanan memerlukan keahlian petugas pelayanan. Pendampingan dari petugas pelayanan sangat penting bagi 

mereka yang belum mengetahui seluk beluk pelayanan. Beberapa warga, misalnya, terus meminta klarifikasi 

kepada petugas layanan ketika mereka bingung bagaimana menggunakan sistem tersebut. Menanggapi 

kekhawatiran masyarakat, petugas layanan dapat memulai komunikasi dengan kepala departemen atau petugas 

lainnya untuk memperjelas prosedur dan proses layanan. Orang-orang yang mengabdi pada masyarakat seringkali 

berasal dari bidang yang tidak berhubungan dengan militer, yang berarti bahwa personel militer seringkali tidak 

memiliki keahlian yang diperlukan. 

  Hal ini juga tidak jelas apa yang dikatakan kantor kecamatan Air Nipis tentang layanan premium. 

Sayangnya, kurangnya data mengenai kualitas layanan Kantor kecamatan air Nipis disebabkan belum adanya 

penelitian yang mengkaji topik tersebut. Masyarakat dilayani oleh Seksi Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pemberian pelayanan. Karena Kantor Kecamatan 

Air Nipis tidak menetapkan standar pelayanan, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan 

secara keseluruhan berjalan sesuai standar pelayanan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul ―Analisis Inovasi Pelayanan Prima Di Kantor Camat Air Nipis Kabupaten 

Bengkulu Selatan)‖. 
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2 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. 

Menurut Moleong (2013:6), tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap 

fenomena yang diteliti dengan cara mendeskripsikannya secara tertulis. Ini mencakup hal-hal seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan banyak lagi. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode ilmiah dalam 

konteks alam tertentu untuk mengumpulkan informasi ini. Salah satu metode pengumpulan informasi tentang tempat 

dan orang adalah penelitian kualitatif, yang mengandalkan kata-kata dan tindakan aktual partisipan untuk 

memberikan gambaran yang lebih lengkap (Gunawan, 2014: 82). 

Menurut Gunawan (2014:87), analisis deskriptif merupakan inti dari penelitian kualitatif. Peneliti menyusun 

data non numerik di lokasi penelitian dari sumber seperti wawancara, foto, analisis dokumenter, catatan lapangan, 

dll. Analisis data berdasarkan data mentah (tidak diubah menjadi angka) segera dimulai oleh peneliti. Mereka 

memperkaya informasi, menemukan hubungan, membandingkan, menemukan pola, dan sebagainya. Deskripsi 

naratif dan penjelasan situasi yang diteliti digunakan untuk menyajikan hasil analisis data. 

 

3 Hasil dan Pembahasan 

Ada banyak aspek kehidupan sosial daerah yang pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan publik. 

Tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan 

teknologi informasi, berada di tangan pemerintah. Selain bersifat baru, suatu inovasi dapat diterima oleh 

pengadopsinya jika inovasi tersebut menawarkan nilai dan manfaat bagi mereka yang mempertimbangkan untuk 

beralih.  

Ada beberapa inovasi pelayanan di Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan, yaitu : 

1. Pelayanan 24 jam 

2. Pelayanan melalui Whatsapp Group 

3. Face Book  Kecamatan 

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai atribut inovasi yang digunakan untuk mengevaluasi adopsi inovasi 

dalam pelayanan publik:  

 

Keuntungan Relatif (Relative Advantage) 

Agar suatu inovasi dianggap unggul, inovasi tersebut harus memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih 

berharga dibandingkan pendahulunya. Yang membedakan suatu inovasi dengan inovasi lainnya adalah nilai 

kebaruan yang melekat di dalamnya. Salah satu hal yang membedakan suatu inovasi dari inovasi lainnya adalah 

keunggulan relatifnya, yang menggambarkan betapa hebatnya inovasi tersebut, seberapa besar nilai tambah yang 

diberikannya, dan seberapa baru inovasi tersebut. Oleh karena itu, inovasi keunggulan komparatif adalah inovasi 

yang menonjol dari yang lain berkat kualitas dan sifat uniknya, yang memberikan nilai keunggulannya.Keuntungan 

relatif dari inovasi pelayanan prima jika diukur dari segi nilai ekonomisnya menunjukkan hasil yang cukup baik 

dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik. Pemberian pelayanan yang gratis kepada seluruh masyarakat 

serta sumber dana operasional sudah di back up oleh APBD melalui SKPD di kecamatan sehingga biaya pelayanan 

ini tidak dibebankan kepada warga.  

Dilihat dari segi manfaatnya, dapat dikatakan bahwa Inovasi pelayanan prima ini menimbulkan manfaat 

yang positif bagi organisasi maupun khususnya kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat senang dengan kebijakan 

yang memudahkan mereka untuk mendapatkan pelayanan administrasi. 

 

Kesesuaian (compatibility)  

   Program kecamatan inovasi Pelayanan prima sejauh ini penyelenggarannya masih belum sesuai 

dengan nilai-nilai pelayanan publik (tidak diskriminatif, cepat dan tepat waktu) yang berlaku. Karena masih 

banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan ini masih belum tepat waktu. Namun pihak kecamatan 

masih terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Inovasi pelayanan 

prima sudah cukup membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat kan pelayanan administrasi. Masyarakat 

merasa terbantu dengan adanya inovasi tersebut.  
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Kerumitan (complexity)  

Terkait prosedur untuk memperoleh pelayanan prima sudah masuk kategori mudah dimengerti. Masyarakat 

selaku pengguna program inovasi tersebut merasa tidak sulit. Dan mudah memahami mengenai prosedur pelayanan 

yang disediakan. Prosedur untuk memperoleh atau atau mengakses pelayanan prima tergolong mudah. Hanya dengan 

datang langsung ke lokasi maka pihak atau Petugas pelayanan bisa langsung melayani masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan.  

 

Kemungkinan di uji cobakan (triability) 

Kemampuan program inovasi pelayanan prima dalam mengemukakan atau menunjukkan keunggulannya 

masih dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan 

program ini masih belum efektif. Baik itu secara langsung turun ke masyarakat ataupun ke beberapa tokoh 

masyarakat.  Sejauh ini, perkembangan dari program Inovasi pelayanan prima sudah cukup baik.  

 

Kemampuan di amati (observability) 

Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Air Nipis sejauh ini secara bertahap sudah mulai banyak 

yang menggunakan program inovasi Pelayanan Prima ini. Masyarakat memberikan respon positif terhadap pelayanan 

ini karena mereka merasa dimudahkan meskipun masih ada beberapa kendala dari pelayanan prima ini, masyarakat 

beharap pihak kecamatan agar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya. Inovasi pelayanan prima ini sudah 

tergolong pelayanan yang sederhana, karena memilih prosedur yang sederhana. Masyarakat selaku pengguna ini 

hanya cukup datang langsung. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inovasi Pelayanan di Kantor Camat Air Nipis, Kabupaten Bengkulu 

Selatan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik yang dilakukan melalui penggunaan aplikasi WhatsApp 

dan Facebook telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses dan 

komunikasi 24 jam. Aplikasi tersebut telah mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak kecamatan, 

meskipun beberapa kendala, seperti kerumitan penggunaan aplikasi pada awalnya dan kebutuhan kuota data, masih 

dirasakan oleh sebagian masyarakat. Dari lima indikator inovasi yang digunakan, dua indikator—kerumitan dan 

kemungkinan dicoba—belum sepenuhnya maksimal. Meskipun demikian, aplikasi WhatsApp dan Facebook 

menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diamati oleh berbagai pihak, termasuk lembaga 

pemerintah dan organisasi lainnya. Secara keseluruhan, inovasi ini telah berhasil memberikan perubahan positif 

meski masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk Kantor Kecamatan Air Nipis dalam 

meningkatkan implementasi inovasi pelayanan publik. Pertama, pihak kecamatan perlu lebih memperhatikan 

ketepatan waktu dalam pelayanan agar masyarakat merasa puas dengan inovasi yang diterapkan. Sosialisasi yang 

lebih intensif mengenai prosedur penyelenggaraan pelayanan juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami 

dan memanfaatkan inovasi ini dengan baik. Kedua, penting untuk menambah prasarana dan keahlian dalam 

implementasi inovasi ini agar pelayanan bisa lebih efisien dan efektif, serta mengurangi keluhan mengenai waktu 

pelayanan. Ketiga, perluasan jenis layanan yang diberikan melalui inovasi ini sangat diperlukan agar kebutuhan 

masyarakat lebih terpenuhi. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi pilot project untuk pengembangan pelayanan 

administrasi di seluruh kecamatan. Terakhir, pencetus inovasi yang memberikan perubahan positif dalam pelayanan 

administrasi sebaiknya diberikan apresiasi atas kontribusinya, bukan malah mengalami demosi.  
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